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PUTUSAN
Nomor 930/Pdt.G/2024/PA Ska

7T MNEZA s b >
A2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
yang didaftarkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai gugat, antara :

XXXXX, NIK: XXXXX Lahir di Surakarta 30 Desember 1995 Agama Islam
pendidikan SMK Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Sangkrah RT.006 RW.013, Kelurahan Sangkrabh,
Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, alamat domisili

elektronik kiranal995@gmail.com; sebagai Penggugat;

Lawan
XXXXX, NIK: XXXXX Lahir di Surakarta 17 Juli 1996 Agama Islam
pendidikan SMP Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat
tinggal di Mojo RT 004 RW 004 Kelurahan Mojo
Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta; sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor
930/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 9 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarkliwon, Kota
Surakarta, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
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XXXXX tertanggal 14 Oktober 2020, pada saat menikah Penggugat
berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Mojo RT. 004 RW.
004, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta kurang lebih
selama 1 bulan;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan
layaknya suami istri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan karena bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin
kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada
bulan Desember 2020 disebabkan oleh permasalahan yang sama yang
mengakibatkan Penggugat pergi dan tidak kembali ke kediaman bersama.
Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di
Mojo RT. 004 RW. 004, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Kota
Surakarta sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
yang beralamat di Sangkrah RT. 006 RW. 013, Kelurahan Sangkrah,
Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta;

6. Bahwa Penggugat sudah berkali kali menasehati dan meningatkan kepada
Tergugat namun tidak berhasil. Saat itu Penggugat sudah tidak sanggup
menjalani rumah tangga barsama Tergugat. Panggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah lahir dan batin kurang lebih 4 tahun;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk
membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.
PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.
116 huruf (f);

9. Bahwa Penggungat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.
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Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan

mnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat
(XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili
elektronik kiranal995@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen

asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informsi Peradilan (SIP) dan
dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka kesediaan Tergugat untuk beracara secara elektronik dan
jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
alat bukti berupa :
A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,
bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan
aslinya, oleh Ketua Maijelis ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 14 Oktober 2020
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Jawa
Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai

dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

B. Saksi
1. XXXXX (ALM), pekerjaan
Wirausaha, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2020 di Kecamatan
Pasarkliwon, Kota Surakarta;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih
dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak Desember 2020, Tergugat meninggalkan
kediaman bersama dan kembali tinggal bersama dengan orang

tua Tergugat;
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- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah
berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

2. XXXXX pekerjaan Tidak
Bekerja, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul, berkata kasar
dan bahkan pernah mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih
dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, Tergugat meninggalkan
kediaman bersama dan kembali tinggal bersama dengan orang
tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak
saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah
berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan beracara
secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan
Persidangan Perkara Perdata Agama, di Pengadilan Secara Elektronik maka
perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik
dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,
maka tanggapan Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana
amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
363/KMA/SK/XI11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan
Perkara Perdata Agama, di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat didengar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat
kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 18
Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
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secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus disebabkan sejak awal perkawinan, Tergugat tidak memberi nafkah
kepada Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, bahkan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat)
tahun. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya
tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian, seperti
yang telah diatur dalam pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermaterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surakarta, dengan
demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Surakarta berwenang
untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat
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(Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermaterai
cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal
14 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal
14 Oktober 2020 di Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, hal tersebut
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2
(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata,
membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa
sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta,
maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama
Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa
berdasarkan bukti P.2 dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan
Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2020. Dengan demikian,
materi bukti P.2 tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karenanya juga, Penggugat dinilai telah memiliki legal standing atau
persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara

cerai gugat ini;
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Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi
seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil
saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua
saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun
namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu
memenuhi syarat materiil saksi sesuai maksud Pasal 171 HIR sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR sehingga
membuktikan bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat yang
menyebabkan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
karena sering berselisin dan bertengkar yang berlangsung terus menerus
bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020. Penggugat dan
Tergugat telah dan sering diupayakan rukun oleh saksi-saksi serta oleh
keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 14 Oktober 2020 namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih
selama 4 (empat) tahun yaitu sejak bulan Desember tahun 2020. Selama itu
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin layaknya suami dan istri;

4. Bahwa para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering
merukunkan keduanya, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal,
akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum 1 (satu) sampai 3 (tiga) Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri,
menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa fakta hukum 4 (empat) Penggugat dan Tergugat
sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan
adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabig dalam Kitab Fighu

as Sunnah, Juz ll, halaman 189 :
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Artinya : “Jika Istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan
perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga
menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut
untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,
sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak
satu ba’in”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama
2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya dan adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk
kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat
tidak memberi nafkah kepada Penggugat karenanya Majelis Hakim menilai
terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama pisah antara
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Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
layaknya suami dan istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai hal yang terjadi pada rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi hubungan lahir
maupun batin layaknya suami dan istri tanpa adanya komunikasi atau
hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah
rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk
dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan
nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap
persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga
tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti
kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,
tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya
penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat
lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna
menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

ldal) g3 5 luasl) la (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

kalimat
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya
hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,
keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;
Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan

tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
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yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat
bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan
Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, yang untuk membuktikan
dalilnya tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah
menerangkan dan menyatakan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
Tergugat juga telah pergi dari kediaman bersama serta Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun.
Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti oleh
karenanya gugatan cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan, yang amarnya
akan dicantumkan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( XXXXX ) terhadap
Penggugat ( XXXXX );
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu rupiah).

Penutup

Demikian dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal
8 Januari 2025 Masehi, kemudian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9
Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh
Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dhurrotul Lum’ah,
M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sigit Trinugroho, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat, secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada e-
Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum’ah, M.H. Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Trinugroho, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
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- Redaksi - Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 169.000,00
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